KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 15 TAHUN 1998 SERI A No.4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT I1 SALATIGA

Menimbang . a. bahwa ' dengan telah ditetapkannya Undang
Undang Nomor--18 Tahun 1997 tentang Pajak
paerah dan Retribusi Daerah, maka Peratur-
an Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan
perlu disesuaikan materinya ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian mate-
ri sebagaimana dimaksud huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Penerangan Jalan.

Mengingat . 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan pDaerah-daerah Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lem-
baran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambah-
an Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembar-
an Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3684) ;



10.
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. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
* TAhah! 5 997 tentang Pedoman Tata  Car

4 Gods

. Undang Undang: Nomor 18 Tahun 1997 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar-

‘an  Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3685) ;

- Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan  Pajak Dengan Surat Paksa (Lem-
baran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Neégara Nomor 3686) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 11 Salatiga dan Kabupaten
Daerah Tingkat 11 Semarang ( Lembaran
Negara Tahun 1992  Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3500 3

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997

tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Ta-
hun 1997 ' Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691) ;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Ta

hun ' 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan ;

70
a

Pemungutan Pajak Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171
Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan
Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah 3

. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat

IT Salatiga WNomor 5 Tahun 1988 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat 1II
Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat TT Salatiga Nomor 11 Tahun 1988
Seri D No. 10) ;



Dengan Persetujuan Dewan pPerwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
paerah Tingkat ‘11 Salatiga,

MEMUTUSKAN

Menetapkan - : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TiNGKAT 11

SALATIGA TENTANG PAJAK PENERANGAN; JALAN.

BAB I.»
KETENTUAN UMUM

Pasal -1

palam Peraturan Daerah ini yang dimaksud: dengan :

4]

. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salafigé 3

pemer intah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Ting
kat T1 Salatiga ;

. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat

TT Salatiga :

. Pejabat ‘adalah pegawai yang diberi -tugas tertentu dibi-

dang perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan ;

. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkétA'PLN

adalah Perusahaan Listrik Negara,(Persero) 309 H

. PajakiDaerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah  iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada
Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang digunakan untuk membiayai: penyelenggaraan
pemerintahan Daerah dan pembangunan daerah;

. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak ada

lah pungutan paerah terhadap penggunaan tenaga listrik
baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;



i

. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang -selanjutnya dising-

kat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib - pajak
untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Pajak Pener-
angan Jalan yang terutang menurut peraturan perundang-
undangan perpajakan;

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SSPD, adalah surat yang digunakan oleh 'Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang
ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan cleh
Kepala Daerah ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah Surat Keputusan ‘yang menentukan besarnya
jumlah pajak yang terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjut-

nya disingkat SKPDKB adalah surat Keputusan yang menentu-
kan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan  yang

selanjutnya disingkat' SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ;
Qirat Ketotapan Pajak Dacrah:Lebih Bayar, yang ; selanjut-
nya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentu-
kan jumlah “kelebihan pembayaran pajak karema jumlah
kredit pajak lebih besar dari pajak yang terhutang atau
tidak seharusnya terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya  di-

singkat SKPDN, ~adalah Surat Keputusan ' yang menentukan
jumlah ~pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit
pajak, 'atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak ;

. ‘Surat Tagihan Pajak ''Daerah ~'yang selanjutnya disingkat

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan. pajak . atau
sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.



BAB IT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas
setiap penggunaan tenaga listrik.

(2) Obyek Pajak adalah setiap penggunaan tenaga llStrlk

(3) Penggunaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah penggunaan tenaga listrik yang berasal dari
PLN maupun bukan PLN.

Pasal 3
Dikecualikan dari obyek pajak adalah :

a. Penggunaan tenaga listrik oleh Instansi Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah ;

b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang diguna-
kan oleh kedutaan, konsulat., perwakilan asing, dan lemba-
ga-lembaga internasional dengan asas timbal balik seba-
gaimana berlaku untuk pajak negara.

c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN
dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari
Instansi teknis terkait.

d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang ditetapkan oleh
Kepala Daerah.

Pasal 4

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang
meng-gunakan tenaga listrik.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan hukum yang
menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga
istrik.



BAB 111
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan : :

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan
PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik ada-
lah besarnya tagihan biaya pemakaian listrik/rekening
listrik ;

b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN deng-
an tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas daya yang tersedia
serta tarip dasarnya tenaga listrik yang berlaku di
wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;

Tarip dasar tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan

berpedoman ' tarip dasar tenaga listrik yang berlaku di

PLN.

Pasal 6

Tarip pajak ditetapkan sebagai berikut :

. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan

untuk industri sebesar 9 % (sembilan persen) ;

. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk

industri sebesar 3 % (tiga persen) ;

. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN,

bukan untuk-industri: sebesar 9 % (sembilan persen) ;

. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN,

untuk industri sebesar 3 % (tiga persen).



UL BAB 1V misgsdoe (4T
WILAYAH PEMUNGUTAN  DAN” CARA PENGHITUNGAN PAJAK '

‘“pasal-7
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengal ikan
tarip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar
pengenaan sebagaimana dimaKSud dalam pasal S.

_ BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK' DAERAH

Pasal 8"

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
takwim. | 3 I BQuUT s 1izinin

Pasal 9

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya
SKPD.

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan
PLN wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan ‘lengkap.” " = ' ,

(3) Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik PLN;~ daftar
rekening listrik yang diterbitkan oleh: PLN ‘merupakan
SPTPD. A



(4)

(5)

(1)

(2)

(1)

SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampai-
kan  kepada ~Kepala:Daerah selambat-lambatnya 15 (lima
belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara.-pengisian SPTPD ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

f

mel o BAB/ VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

berdasarkan: SPTPD; sebagaimana  dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1), Kepala Daerah menetapkan: pajak terutang dengan
menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana .  dimaksud pada ayat (1) tidak
atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan . sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebu-
lan dan ditagih dengan menerbitkan STPD

Pasaj 12

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana di-
maksud dalam pasal 11 ayat (1) digunakan untuk menghi-
tung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang

. terutang.

(2)

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang-
nya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
a. SKPDKB ';

. b. SKPDKBT ;

c. SKPDN .



(3)

(4)

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diter-
bitkan :

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterang—
an lain pajak yang terutang tidak atau kurang diba-
yar, dikenakan sanksi administrasi berupa . bunga
sebesar = 2% (dua persen) sebulan dihitung dari. pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saat terutangnya pajak ;

b. Apabila SPTPD tidak dlsampaikan dalam jangka waktu
yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis,
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat . teru-
tangnya pajak. ;

c. Apablla‘kewajlban menglsl SPTPD tidak d1penuh1, pajak
yang terutang dihitung  'secara. jabatan,  dikenakan
sanksi admi-nistrasi berupa bunga sebesar 2%, (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat  dibayar untuk jangka waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang-
nya pajak ;

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di-
terbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang se-
mula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah
pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut ; .

SKPDN sebaga1mana dimaksud pada ayat (2) huruf c diter-
bitkan apabila. jumlah pajak yang terutang sama ‘besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak - tldak terutang dan
tidak ada kredit pajak ;



(6)

A7)

(1)

(2)

(3)

=3 =~

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditam-
bah dengan sanksi adml-nlstra51 berupa bunga 2 % (dua
persen) sebulan .

Penambahan jumlah Pajak yang terutang sebagaimana dimak-
sud ‘pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak
me laporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemerik-
saan.

<5 BAB VII =
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat la-
in yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang
ditentukan dalam SPTPD, SKPD, 'SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang di
tunjuk hasil penerimaan pajak ‘harus disetor ke Kas Dae-
rah qe]ambat Tambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu vang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pembayaran pajak sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk mangangsur pajak terutang dalam kurun waktu
tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran paJak sebagaimana dimaksud pada ayat
"(2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut

dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.



(4)

- §F =

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib
Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu

. yang ditentukan. setelah memenuhi persyaratan yang diten-

(5)

(1)

tukan  dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan
dari jumlah:pajak yang belum atau kurang dibayar.
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayar-
an serta tata cara pembayaran angsuran - sebagaimana’
dimaksud - pada . ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh
Kepala Daerah. s

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat - dalam
buku penerimaan. ‘

Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda
bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

% BAB VILL ..
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal: 16

Surat Teguran atau Surat peringatan atau-surat lain yang

.Sejenis_ sebagai - awal ' tindakan pelaksanaan penagihan '

(3)

pajak dikeluarkan: 7. (tujuh) hari sejak saat jatuh - tempo

pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang se—
jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh Pejabat .



Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tldak di-
lunasi dalam: jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam
Surat Teguran atau Surat Perlngatan atau surat lain yang
sejenis,jumlah-pajak yang harus dfbayar dltaglh dengan
Surat Paksa. « =

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah Tewat 21
(dua‘puluh satu) ‘hari sejak tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 18

Apabila pajak yang dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu
21x- 24 jam-sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Peja-
bat | segera menerbitkan 'Surat Perintah Melaksanakan Penyi-
taan.

“Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga
melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari
sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyi-
taan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pele-
langan kepada Kantor'Lelang Negara.

Pasal’ 20
Setelah ‘Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal,ljam
dan' tempat pelaksanaan lelang, Juru’ Sita memberitahukan
dengan segera secara tertulis kepada wa31b Pajak.”

Pasal 21
Bentuk, 'jenis ‘dan isi formulir 'yang dlpergunakan untuk

pelaksanaan penaglhan pajak’ daerah d1tetapkan oleh Kepala
Daerah.



(1)
(2)

(3)

- 313 -

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

Kepala Daerah berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

Keringanan dan pembebasan terhadap penggunaan tenaga lis
trik pada tempat-tempat yang digunakan semata-mata untuk
melayani kepentingan di bidang ibadah, sosial, kesehat-
an, pendidikan dan kebudayaan nasional yang t1dak dimak-
sudkan untuk memperoleh keuntungan, dltetapkan oleh
Kepala Daerah. :

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembe-
basan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetap-
kan oleh Kepala Daerah.

, BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKST ADMINTSTRASI

Pasal 23

Kepala Daerah karena Jabatannya atau atas permohonan

Wajib Pajak dapat :

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPPD
yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan. tulis,
kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah ;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan paJak yang
‘tidak benar ;

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi
berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang hilang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan .



(2)

(3)

- 14 -

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan. sanksi administrasi
atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh
wajib pajak kepada Kepala Daerah, atau Pejabat selambat-
lambatnya =30 (tiga puluh) hari sejak .tanggal diterima
SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan

" yang jelas.

Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan se

. jak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat . (2)

(4)

diterima sudah harus memberikan keputusan.

Apabila setelah lewat waktu 3 (tlga) bulan sebagalmana
dimaksud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Pejabat _tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

_pengurangan _ketetapan dan penghapusan atau. pengurangan

sanksi administrasi, dianggap dlkabulkan

BAB, XI
KEBERATAN DAN BANDING .

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :

a. SKPD_;

b. SKPDKB ;

g£. SKPRERL

'd. SKPDLB ;

€. SKPDN ;

(2) Permdhonan keberatan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia

“paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD,; ; SKPDKB,

SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib , Pajak,
kecuali, apab11a Wajlb Pajak _dapat menunjukkan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat,,d1penuhi - karena, ; diluar

‘kekuasaannya.



= 38 -

(3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling la-
ma 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ‘diterima,
sudah memberikan keputusan. 55

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan ‘seba-
gaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau Pe jabat
tidak memberikan keputusan, maka ~permohonan  keberatan
dianggap dikabulkan. == I 8UD

(5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penye-
lesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan
setelah diterimanya keputusan keberatan.

(2) Pengajuan - banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak. :

Pasal 26

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud 'dalam pasal
26 atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dikabul-
kan sebagian -atau seluruhnya, kelebihan 'pembayaran ‘pajak
dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan -untuk ‘paling lama 24 (dua  puluh rempat)
bulan. ]

BAB XI1I
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 27

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan _permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran -pajak kepada Kepala Daerah ~atau
Pejabat secara tertulis dengan ' menyebutkan sekurang-
kurangnya. : -



(2)

(3)

poop
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Nama dan alamat Wajib Pajak;
. Masa Pajak; 79

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
. Alasan yang  jelas, - } 38 A
Kepala Daerah -atau Pejabat dalam jangka waktu paling la-
ma 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya - permohonan
pengembal ian /| kelebihan pembayaran - pajak sebagaimana
dimaksud pada -ayat; (1) harus memberikan keputusan.
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui, Kepala Daerah atau Pe jabat tidak memberikan
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

~-pajak. dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan
‘-dalam waktu paling lama ‘1 (satu) bulan. :

(4)

(5)

(6)

Apabila Wa jib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kele-

‘bihan' -pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) langsung /:diperhitungkan - untuk ' melunasi ‘terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua)bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kele-
bihan Pajak  (SPMKP) . i« : ‘ 5

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran p&jak dilaku-
'kan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan se jak 'diterbitkan-

- nya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbal-

van bunga sebesar’ 2% (dua persen) sebulan atau keterlam-

batan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 28

Apabida kelebihan,'pembayarén pajak ' ‘diperhitungkan dengan
utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat

(4),

pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah ‘bukuan dan

bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.
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BAB XIII
KADALUWARSA
Pasal 29

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak
saat terutangnya pajak, kecuali: apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2) Kadaluwarsa ' penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila : ° .

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau ;
b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak ‘baik lang-
sung maupun tidak langsung. .

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
‘Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang 'karena kealpaannya tidak menyampaikan
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap
atau melampirkan keterangan yang tidak “benar 'sehingga
merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu)'tahun 'dan "atau denda
paling banyak 2 (dua) kali® jumlah pajak yang terutang.

(2) wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
me lampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugi-
kan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4
(empat) kali' jumlah-pajak yang terutang. .

Pasal 31
Tindak pfdana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak

dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun
sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.
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"PENYIDIKAN

-Pasal 32 ,

92 . §

(1) PeJabat Pegawal Negerl Slpll tertentu dlllngkungan Peme-
rintah Daerah diberi. wewenang khusus. ' sebagai 'Penyidik
untuk melakukan penyldlkan tindak . pidana .di  bidang

: perpaJakan daerah sebagaimana. dimaksud dalam - Undang
Undang Nomor, 8. Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
(2) weWenang Penyxdxk sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
" adalah :

a.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan menelltl keterang
an atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi-lebih lengkap dan jelas ;

. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan menge-

nai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran
perbuatan , yang  dilakukan sehubungan 'dengan @ tindak
pidana perpajakan daerah tersebut, ;

.. Meminta keterangan.dan bahan bukti ‘dari orang pribadi

atau . badan hukum: sehubungan dengan. tindak pldanu Jdi
bidang. perpajakan daerah ;

.. Memeriksa buku-buku, catatan—catatan dan: dokumen—do—
_kumen. . lain berkenaan dengan tindak pidana di bldang

perpagakan daerah ;

.~ Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti

pembukuan, pencatatan, dan-dokumen-dokumen ldin, ser-
ta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

. Meminta bantuan-tenaga ahli.dalam rangka pelaksanaan

tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah ;

. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ru

angan - -atau, tempat. pada:saat pemeriksaan sedang. ber-

.langsung dan memerlksa 1dent1tas orang dan atau ' do-

.. kumen. yang dibawa sebaga1mana dimaksud pada huruf e 3
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h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pida-
na perpajakan daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di-
periksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahu
kan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyi-
dikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan Kketentuan
yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 33
Pe laksanaan  Peraluian Daerah "ini  ditetupkan aVeh” Kepala
Daerah. !

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga Nomor 6 Tahun
1988 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kotama-
dya Daerah Tingkat Il Salatiga Nomor 14 Tahun 1993 Seri A
Nomor 2) dinyatakan tidak' berlaku.
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Pasal 35
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memer intahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2 Juni 1998

*{iEe

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

KOTAMADYA DATI 11 SALATIGA TINGKAT II SALATIGA
KETUA,
cap. ttd. cap. ttd.
SSUGIHARDgm® Drs. SUWARSO

DISAHKAN DENGAN :
Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
tanggal 16 September 1998 Nomor 973.33-798
MENTERI DALAM NEGERI

cap. ttd.
SYARWAN HAMID
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat I1 Salatiga Nomor 15 tanggal 22 September 1998
Seri A No.4 i
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAHf'i:
cap. ttd.

Drs. MUCHATIF ADISUBRATA

NIP. 500 034 079



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAFRAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I1 SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 1998

TENTANG

PAJAK PENERANGAN JALAN

| . PENJELASAN ‘UMUM.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok ~Pemerintahan di Daerah, menegaskan bahwa Pajak
dan Retribusi merupakan sumber pendapatan Daerah agar
Daerah melaksanakan ~Otonominya,- yaitu mampu mengatur
dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping peneri-
maan 'yang berasal dari. Pemerintah Pusat  berupa
subsidi/bantuan dan bagi hasil Pajak dan Bukan Pajak.

Sejalan dengan hal tersebut dan dengan berdasarkan
Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peratur-
an Umum Pajak Daerah, maka selama ini Pemerintah Kota-
madya Daerah Tingkat 11 Salatiga telah menetapkan
Peraturan Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 6 Tahun 1988
tentang Pajak Penerangan Jalan Dalam Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat Il Salatiga Nomor 14 Tahun 1993 Seri A
Nomor 2).

Namun sejalan dengan tingkat perkembangan -dan
kemajuan pembangunan serta tuntutan kebutuhan masyara-
kat yang terus meningkat maupun untuk mewujudkan komit-
men Pemerintah dalam pelaksanaan otonomi Daerah yang
lebih dititik beratkan di Daerah Tingkat II, maka
Pemerintah:. memandang perlu meninjau kembali terhadap
Undang Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peratu-
ran Umum Pajak Daerah dan Undang Undang Nomor 12 Drt.
Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.



Sebagai realisasi dari maksud tersebut, maka
Pemerintah telah menetapkan Undang Undang  Nomor 18
Tahun 1987 tentdng PaJak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sehubungan dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun

1997 tersebut di atas berikut berbagai aturan pelaksa-
naannya serta dalam rangka peningkatan ''pendapatan !
Daerah untuk lebih menunjang kelancaran penyelenggaraan
tugas umum Pemerintahan, pelaksanaan pembangunan Dae-
rah, untuk'meningkatkan dan meme- ratakan kesejahteraan
masyarakat, ‘'maka ~dipandang perlu® meninjau ‘kembali
“terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11
Salatiga ‘Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pajak Penerangan
Jalan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Salati-
ga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salati-
ga Nomor 14 Tahun 1993 Seri A Nomor 2 ), untuk disesu-
aikan materinya.

Untuk malaksanakan maksud tersebut, perlu menetap-

kan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I1 Sala-
“‘tiga yang baru tentang Pajak Penerangan Jalan.

1T, DPENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.
Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
“Pasa} 14 ayat’ (2) ) iSemua Wajib Pajakidapat mem-

membayar sekaligus atau = lu-
nas, kondisi seperti ini Wa-
jib Pajak perlu mendapat per
lindungan yaitu dengan dibe-
ri kesempatan mengangsur “ke-
: af I ‘ wajiban pajak.

: Pasal 14 ayat (3) S/d (5):Cukup jelas.

Pasal 15 1'Cukup jelas.






Pasal 16 ayat (1)

Pasal 16 ayat (2) s/d (3):
Pasal 17 s/d 21
Pasal 22 ayat (1)

Pasal

huruf a s/d huruf e

Pasal
Pasal
Pasal

23 ayat (1)

Zicavat () s/id {(42) .
24 ayat (1) s/d (2):
24 ayat (3)

: Jatuh tempo pembayaran ada-

lah batas waktu tanggal yang
ditentukan bagi wajib pajak
melunasi kewajiban pajaknya
dan disebutkan dalam SKPD, 7
(tujuh) hari setelah jatuh
tempo pembayaran tersebut
dapat dikeluarkan surat te-
guran atau surat peringatan.
Cukup jelas.

: Cukup jelas.
:. Dalam kondisi tertentu wajib

pajak tidak mampu membayar
pajak, Kepala Daerah " dapat
memberikan pengurangan, ke-
ringanan atau pembebasan
pajak.

: Dalam batas-batas tertentu

petugas melakukan ‘kesalahan
atau kekeliruan dalam pene-
rapan peraturan untuk mem-
buat SKPD dan STPD, wajib
pajak perlu mendapatkan ke-
sempatan untuk = mengajukan
permohonan pembetulan, pengu
rangan dan atau pembatalan
SKPD dan STPD pengurangan
atau penghapusan sanksi dan
lain sebagainya .

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Ayat ini mencerminkan adanya

kepastian hukum bagi Wajib
Pajak, bahwa keberatan yang
diajukan harus diberi kepu-
tusan oleh Kepala Daerah



pasal
Pasal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

Pasal
Pasal

24
25
29

29

29

30

32

ayat (4) dan (5):
s/d 28
ayat (1)

ayatr(Z) huruf a:

ayat (2) huruf b:

s/d 31
ayat (1)

ayat (2) 'dan (3):
3 s7d 335

dalam jangka waktu paling
lama 12 (dua belas) bulan
sejak surat keberatan dite-
rima.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

. Saat kadaluwarsa penagihan

pajak ini perlu ditetapkan
untuk memberi kepastian hu-
kum, kapan hutang pajak ter-
sebut dapat ditagih lagi.

Dalam hal diterbitkan Surat
teguran dan surat paksa pena
gihan dihitung sejak tanggal
penyampaian surat teguran
dan surat paksa tersebut.

yang dimaksud dengan penga-
kuan hutang pajak secara
langsung adalah wajib pajak
dengan kesadarannya menyata-
kan masih mempunyai hutang
pajak dan belum melunasinva
kepada Pemerintah Daerah.

: Cukup jelas.
: Penyidik dibidang pajak Dae-

rah adalah Pejabat Pegawai
Negeri tertentu dilingkungan
Pemerintah Daerah yang di-
angkat oleh Menteri Kehakim-
an sesuai dengan Peraturan
Perundang—-undangan yang
berlaku.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.
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